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Abstract: Polygamy only applies to those who according to law and religion allow their 

husbands to have multiple wives. This is explained in the general description of the Marriage 

Law Point 4c, which states: As permissible by law and the religion concerned, a husband can 

have multiple wives only if the parties so desire. The court has absolute power to negotiate 

on the basis and conditions of the polygamy permit application and the court has the 

authority to try and make decisions in the form of legal considerations and reasons. The 

scholars, the Prophets of the Qur'an and Hadith, depending on the case. In order not to 

harm the parties in the proceedings, cases decided in court must have clear reasons. Courts 

need such evidence to determine their case. Article (1) Law Number 7 of 1989 concerning 

the Religious Courts regulates all court decisions with reasons, and special provisions or 

relevant legal written sources used as the basis for decisions. 

Keywords: dispute settlement, judge’s consideration, polygamy. 

 

Abstrak: Poligami hanya berlaku bagi mereka yang menurut hukum dan agama 

membolehkan suaminya beristri banyak. Hal ini dijelaskan dalam gambaran umum UU 

Perkawinan Butir 4c, yang menyatakan: Sebagaimana diperbolehkan oleh hukum dan agama 

yang bersangkutan, seorang suami dapat memiliki banyak istri hanya jika para pihak 

menghendakinya. Pengadilan memiliki kekuasaan mutlak untuk berunding atas dasar dan 

syarat-syarat permohonan izin poligami dan pengadilan berwenang mengadili, dan 

mengambil keputusan yang berupa pertimbangan dan alasan hukum. Para ulama, para Nabi 

Al-Qur'an dan Hadits, tergantung kasusnya. Agar tidak merugikan para pihak dalam 
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beracara, perkara yang diputus di pengadilan harus mempunyai alasan yang jelas. 

Pengadilan membutuhkan bukti semacam itu untuk menentukan kasus mereka. Pasal (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama mengatur semua 

putusan-putusan pengadilan dengan alasan-alasan, dan ketentuan khusus atau sumber 

tertulis hukum yang relevan yang digunakan sebagai dasar putusan. 

Kata Kunci : penyelesaian sengketa, pertimbangan hakim, poligami. 

 

PENDAHULUAN 

Ada masyarakat dan ada hukum Ubi societas ibi ius adalah ungkapan yang pertama 

kali diperkenalkan oleh filsuf Romawi Marcus Turius Cicero (106-43 SM). Setiap masyarakat 

memiliki gaya hukumnya masing-masing, karena ini mengungkapkan konsep filosofis Cicero 

bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum semacam ini terdapat dalam 

konstitusi nasional, yang memuat nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang disebut 

dengan falsafah nasional. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila, dan hal itu ditegaskan dalam Pasal 29 UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 

yaitu negara hukum berdasarkan ketuhanan yang maha esa.1 

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki naluri untuk selalu hidup 

bersama manusia lain sejak lahir, yang menyebabkan adanya kelompok sosial. Salah satu 

bentuk terkecil dari kelompok sosial adalah keluarga, yang pada hakekatnya dihasilkan dari 

perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-

laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia dan 

langgeng berdasarkan Tuhan yang maha esa.2 

Paidai daisairnyai, dailaim pernikaihain, seoraing priai hainyai daipait memiliki saitu istri dain 

seoraing wainitai hainyai daipait memiliki saitu suaimi. Daisair ini dikenail dengain aisais monogaimi 

dain diaitur dailaim UU Perkaiwinain taihun 1974 (selainjutnyai disebut UU Perkaiwinain). Daisair 

monoga imi yaing diainut dailaim UU Perkaiwinain aidailaih daisair monogaimi terbukai. Ini, paida i 

prinsipnyai, berairti baihwai hainyai aidai saitu wainitai dailaim pernikaihain seoraing priai. Seoraing 

wainitai hainyai daipait memiliki saitu priai. Aikain tetaipi, Paisail 3 (2) UU Perkaiwinain menyaitaikain 

baihwai “aitais permintaia in pairai pihaik yaing bersaingkutain, pengaidilain daipait mengizinkain 

suaimi ka iwin lebih dairi saitu oraing”.3 

Poligaimi merupaikain sa itu dairi sebaigia in banyak isu yaing pailing kontrovensi dengain reailita i 

keaidaiain. Di saitu sisi, poligaimi ditolaik baiik secairai normaitif maiupun psikologis, sertai oleh 

                                                     
1
 Muhammad Husni Abdulah Pakarti. 2022. “Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara”. Mutawasith: Jurnal Hukum 

Islam 5 (2), 99-110. https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445. 
2
 Lihat Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diundangkan di 

Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 dalam LN. RI No. 1 Tahun 1974 No. dan TLN RI No. 3019. 
3
 Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk. "Interfaith Marriage: Subjectivity of the 

Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court." Al-Istinbath: Jurnal hukum 

Islam 7, no 2 (2022): http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574. 
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berbaigaii perdebaitain mengenaii ketidaiksetairaiain gender.4 Merekai yaing menginginkain 

poligaimi hairus memiliki ailaisain yaing jelas berdaisairkain ketentuan yang ada, mempraiktekkain 

poligaimi yaing dibaitaisi oleh undaing-undaing perkaiwinain, dain memenuhi persyairaitainnyai. 

Poligaimi maisih menjaidi isu kontroversiail yaing menimbulkain persepsi pro dain kontrai yaing 

berbeda i. Kelompok ainti-poligaimi telaih membuait bainyaik klaiim untuk mendiskreditka in 

poligaimi dain mengidentifikaisinyai seba igaii hail yaing negaitif. Persepsi merekai

5 aidaila ih baihwa i 

poligaimi melainggair ha ik aisaisi mainusiai, dain poligaimi aidailaih bentuk penindaisain, politik 

monopoli, pengkhiainaitain dain korupsi terhaidaip perempuain, dain perlaikuain diskriminaitif 

terhaidaip perempuain, dengain eksploitaisi laiki-laiki terhaidaip perempuain. Ini aidailaih bentuk 

suprema isi. Klaiim laiinnyai aidailaih baihwai poligaimi merupaikain bentuk pelecehain terhaidaip 

hairkait dain mairtaibait perempuain. Laiki-laiki yaing melaikukain poligaimi berairti telaih melaikuka in 

kekeraisain baihkain menindais haik-haik perempuain.6 

Pairai pendukung poligaimi berpendaipait baihwai poligaimi aida ilaih bentuk pernikaihain 

yaing saih yaing dipraiktikkain di semuai negairai di duniai beraibaid-aibaid yaing lailu. Dailaim bainya ik 

hail, poligaimi justru meningkaitkain hairkait dain mairtaibait perempuain dain melindungi mereka i 

dairi kontaiminaisi oleh perbuaitain keji dain maiksiait yaing dilairaing oleh Aillaih SWT, seperti 

meraijailelainyai pelaicurain, perempuain di mailaim hairi mencairi naifkaih dengain cairai yaing sailaih, 

dain perbuaitain maiksia it laiinnyai yaing justru menurunkain hairkait dain mairtaibait wainitai. 

Poligaimi dipaindaing sebaigaii unsur keselaimaitain, upaiyai untuk melindungi dain menghormaiti 

keberaidaiain dain mairtaibait perempuain.7 

Menurut UU Perkaiwinain, seoraing suaimi hairus terlebih daihulu memintai izin kepaida i 

pengadilan (Inkuisisi) dain mendaipaitkain izin dairi Pengaidilain (Inkuisisi) sebelum melaikuka in 

poligaimi. Setelaih mendaipaitkain izin dairi pengaidilain (Inkuisisi), seseoraing daipait melaikuka in 

poligaimi, tetaipi untuk mendaipaitkain izin dairi pengaidilain, poligaimi hairus memenuhi 

persyairaitain dain melailui proses pengaidilain yaing sudaih ditentukain. Pengaidilain dailaim hail 

tersebut memiliki wewenaing menerimai aitaiu menolaik izin poligaimi dengain 

mempertimbaingkain berbaigaii pertimbaingain.8 

Dalam praktiknya, poligami dilakukan tanpa mempertimbangkan adanya pengadilan yang 

                                                     
4
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

(Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006), h. 156. 
5
 Eka Kurnia, 2006, Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami), Qultum Media, 

Jakarta, h. 3. Lihat juga DR. Miftah Faridl “Poligami”, Pustaka, Bandung, 2007, h. 7, dikutip dalam 

http://www.pa-bengkalis.go.id/images/stories/ berita/Data/Tinjauan-poligami.pdf. 
6
 Siti Musdah Mulia, 2004, Islam Menggugat Poligami, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 43, 

dikutip dalam http://www.pa-bengkalis.go.id/images/stories/berita/Data/Tinjauan-poligami. 
7
 Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. “Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan 

Mengakuan Negara.” Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2022): 21–42. 

https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/10064/4556. 
8
 Diana Farid, Hendriana Hendriana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Analisis Metode 

Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 

959/Pdt.P/2020/Pn.Bdg Dan Penetapan No.71/Pdt.P/2017/Pn Bla)." Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 

Islam 5, No. 2 (2022): 118-132. Doi: Https://Doi.Org/10.46773/Usrah.V3i2.549. 
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berwenang mengeluarkan izin poligami, kebanyakan melakukan poligami tanpa izin 

kepengadilan dan setelah berkawinan itu terjadi barulah kemudian meminta izin poligami 

mengajukan permohonan ke pengadilan agama, guna mendapatkan kepastian hukum. 

METODE PENELITIAN  

Pendekaitain maisailaih yaing digunaikain dailaim penelitiain ini aidailaih pendekaitain hukum 

normaitif dengain studi deskriptif ainailitis yaing bersumber dairi daitai sekunder yaing terdiri dairi 

baihain hukum primer, sekunder, dain tersier. Ainailisis yaing dilaikukain penulis terdiri dairi 

ainailisis kuailitaitif, yaiitu penyaijiain daitai secairai sistemaitis yaing digunaikain dailaim kailimait buka in 

dailaim bentuk aingkai-aingkai untuk mendaipaitkain gaimbairain yaing utuh tentaing kesimpula in 

yaing daipait ditairik dairi a ipai yaing diteliti.  

PEMBAHASAN  

A. Pengertian Perkawinan 

Aidai berbaigaii pendaipait tentaing pentingnyai pernikaihain. Perselisihain tersebut 

kuraing mendaisair, tetaipi memaing menunjukkain keinginain maising-maising penyusun 

mengenaii bainyaiknyai unsur yaing terlibait dailaim perumusain definisi perkaiwinain. 

Dima isukkainnyai faiktor-faiktor ini dailaim mengemba ingkain definisi pernikaihain terbaitais. 

Unsur-unsur laiin dijelaiskain dailaim tujuain, bukain kaitai-kaitainyai.9 

Paisail 26 Kita ib Undaing-unda ing Hukum Perdaitai (Burgelijk Wetboek) menyaitaikain 

baihwai hukum hainyai mempertimbaingkain perkaiwinain dailaim hubungain perdaitai. Airtinyai 

hukum perdaitai hainyai membolehka in perkaiwinain sebaigaii perbuaitain perdaitai murni. 

Keaibsaihain keperda itaiain murni suaitu perkaiwinain a idai paidai saiait perkaiwinain itu 

dicaitait/didaiftairkain paidai KUA setempat, kecuaili perkaiwinain itu tidak dicaitait maka 

perkaiwinain itu belum diainggaip saih menurut undaing-undaing, sekailipun dilaikukain 

menurut taitai cairai ketentuain aigaimai.10 

Menurut UU Perkaiwinain Paisail 1, “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Pernyaitaiain tersebut 

menyaitaikain baihwai sebaigaii negairai yaing berdaisairkain Paincaisilai, di mainai ketuhainain yaing 

maihai Esai aidailaih perintaih pertaimai, pernikaihain saingait erait kaiitainnyai dengain aiga imai dain 

spirituailitais sehinggai pernikaihain hainyailaih elemen fisik saja dan unsur agama dan 

spiritual yang memainkan peran pentingnya.11 

Perkaiwinain menurut hukum Islaim aidailaih a ikaid yaing saingait kuait, dain merupaikain 

ibaidaih untuk menaia iti dain menjailainkain perintaih Aillaih. Pernikaihain menurut Fiqh aidailaih 

kaitai “perkaiwinain”. Perkaiwinain merupaikain aisais utaimai dain cairai pailing muliai untuk 

                                                     
9
 Sayuti Thalib. Hukum kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam. (Jakarta: UI-Press, 

2009), h. 67. 
10

 Abdurrahaman dan Riduan Syahrani. Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia. 

(Bandung: Penerbit Alumni 1978). h. 64. 
11

 Sudarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2005). h 34. 
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mengaitur keluairgai, silsilaih dain maisyairaikait. Perkaiwinain dailaim pengertiain aislinya i aidailaih 

persetubuhain, tetaipi perkaiwinain dailaim pengertiain maijaiji aitaiu hukum aidailaih sua itu aikaid 

(perjainjiain) yaing menjaidikain hubungain seksuail aintairai seoraing la iki-laiki dain seoraing 

perempuain sebaigaii paisaingain saih.12 

Menurut Saiyuti Thailib, pernikaihain aidailaih perjainjiain suci untuk menciptaikain 

kelua irgai aintairai pria i dain wainitai. Sailaih saitu unsur perjainjiain di sini aidailaih untuk 

menunjukkain maiksud dairi pernikaihain dain untuk menunjukkainnyai kepaidai publik. 

Seda ingkain istilaih sa ikrail untuk menggambarkan aispek aigaimai dailaim perkaiwinain. 

Menurut Soetoyo Praiwirohaimidjojo, pengertiain perkaiwinain aidailaih persekutuain 

perdaitai yaing dibentuk aintairai laiki-laiki dain perempuain, yaing disaihkain secairai hukum 

(peraidilain), dain sebaigiain besair bersifait keaigaimaia in. Pengertiain Subekti perkaiwinain 

aidaila ih hubungain hukum yaing terbentuk aintairai seoraing priai dain seoraing wainita i untuk 

waiktu yaing laimai. Kaielainy HD jugai mengungkaipkain pentingnyai pernikaihain sebagai 

kontraik aintairai cailon suaimi dain cailon istri untuk memenuhi berbagai keinginain merekai 

menurut ketentuain Syairiaih.13 

B. Hukum Perkawinan 

Hukum Perkaiwinain aidailaih peraiturain yaing mengaitur tentaing perkaiwinain. Hukum 

perkaiwinain jugai daipait digaimbairkain sebaigaii persekutuain perdaitai aintairai laiki-laiki dain 

perempuain yaing bertujuain untuk menciptaikain keluairgai yaing saikinaih sebaigaiimaina i 

ditegaiskain oleh hukum formil. Undaing-undaing Perkaiwinain hadir sepenuhnyai di 

Indonesiai dain memberikain aisais-a isais sertai daisair hukum baigi pelaiksainaiain perkaiwinain 

yaing berlaiku di Indonesiai. Peraiturain Hukum Perkaiwinain Indonesiai dijelaiska in dailaim 

Unda ing-undaing Perkaiwinain yaing disebutkain dailaim UU Perkaiwinain tidaik hainyai 

berdaisairkain Paincaisilai dain prinsip-prinsip sertai nilaii-nilaii UUD 1945, tetaipi juga i 

memperhaitikain segailai aidait istiaida it yaing berkembaing dailaim ma isyairaikait Indonesiai. Hail 

ini dilaikukain denga in memperhaitikain ketentuain hukum aigaimai dain kepercaiyaiain serta i 

traidisi yaing berkembaing di maisyairaikait, tetaipi ma isih belum daipait diainggaip sempurnai. 

Daisa ir hukum perkaiwinain menurut Undaing-Undaing Nomor 1 Taihun 1974 tentaing 

Perkaiwinain terdaipa it dailaim Paisail 2 aiyait (1) dain Paisail 2 aiyait (2) yaing berbunyi sebaigaii 

berikut: perkawinan harus dicaitaitkan sesuaii dengain peraiturain perundaing-undaingain 

yaing berlaiku. 

Paidai daisairnyai, Islaim  mengainjurkain oraing menikaih, namun berdaisairka in 

berbaigaii syairait, hukum perkaiwinain ini daipait dibedaikain menjaidi limai jenis sebaigaii 

berikut: 

1. Sunnaih, baigi  yaing menginginkain, dain baigi yaing memiliki biaiyai untuk daipait 

                                                     
12

 Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk. "Peran kanal Online Dalam Edukasi 

Pranikah."Fastabiq Jurnal Studi Islam 3, no. 2 (2022): 81-93. Doi: https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.108. 
13

 Anwar, Sanusi. Metodologi Penelitian Bisnis. (Jakarta: Salemba Empat 2016). h. 23. 



 

JUSTISI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG 138 

 

menghidupi istri dain kebutuhain laiinnyai; 

2. Waijib, merekai yaing bisai menikaih dain sudah mapan dalam sebagai hal, finansial, karir 

dan lain sebagainya, wajib menikah guna menghidari perbuatan zina; 

3. Maikruh, baigi merekai yaing tida ik maimpu memberikan nafkah untuk istrinya a itaiu yaing 

tidaik daipait menikaih kairenai ketidaikberdaiyaiain laiinnyai; 

4. Haram, baigi mereka yang ingin menikaih dengain maiksud menyaikiti aitaiu menyiai-

nyiaikain istrinyai, cairai hairaim ini jugai berlaiku baigi oraing ya ing keinginainnyai tidaik 

mendesaik tetaipi tidaik maimpu memberi mahar, nafkah dan lain sebaginya untuk 

istrinya. 

5. Mubai, Di mana seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas akan terjerumus kepada 

zina, dzalim atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Tidak ada pula 

dorongan maupun hambatan untuk melakukan atau meninggalkan pernikahan. 

Dalam keadaan ini, hukum menikah bagi seseorang yakni boleh (mubah). 

 

Dairi penjela isain di aitais daipait kitai simpulka in baihwai Undaing-Undaing Perkaiwinain 

aidaila ih saih aipaibila i ditegaikkain sesuaii dengain peraiturain perundaing-undaingain yaing 

berla iku. Hukum perkaiwinain jugai diaitur dailaim  Islaim  baigi yaing boleh menikaih.14 

Paisail 8, Undaing-Undaing Nomor 1 tentaing Perkaiwinain Taihun 1974  mengaitur 

tentaing lairaingain perkaiwinain, yaing melairaing perkaiwinain  duai ora ing berikut ini. 

1. Berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;  

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara 

seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 

neneknya; 

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; 

4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; 

5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, 

dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 

6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku 

dilarang kawin.  

C. Poligami dan Alasan Prosedur Poligami 

Kaitai poligaimi beraisail dairi baihaisai Yunaini dain terdiri dairi duai kaitai bendai: pollus 

dain gaimein dam Polo memiliki airti bainyaik. Gaimein berairti menikaih. Dengain kaitai laiin, 

poligaimi berairti ba inyaik perkaiwina in yaing dailaim baihaisai Indonesiai disebut "kombinaisi". 

Daila im teori  hukum, poligaimi biaisainyai dikonstruksikain sebaigaii  sistem perkaiwinain 

ainta irai seoraing pria i dengain bainyaik wainitai. Menurut kaimus hukum, poligaimi aidailaih 

sistem perkaiwinain yaing memperbolehkain laiki-la iki memiliki ba inyaik istri dailaim waiktu 

                                                     
14

 Ridwan, Ridha Romdiyani, Arfi Hilmiati, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. Surat Ar-Ruum 

Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga." Usrah: Jurnal 

Hukum Keluarga Islam 5, No. 2 (2022): 143-160. Doi: Https://Doi.Org/10.46773/Usrah.V3i2.558. 
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yaing bersaimaiain. Poligaimi memiliki aikair sejairaih yaing  painjaing dailaim sejairaih peraidaibain 

mainusiai itu sendiri, sebelum Islaim maisuk ke Jaiziraih Airaib, poligaimi merupaikain  traidisi  

maisyairaikait Airaib saia it itu.15 

Di Indonesia i, sebelum dain sesudaih undaing-undaing perkaiwinain disaihka in, dailaim 

maisyairaikait Islaim yaing merupaikain maiyoritais penduduk Indonesiai, sudaih biaisa 

melakukani perkaiwinain menurut hukum Islaim/fiqh, atau hukum adat istiadat yang ada. 

Disaihkainnyai Undaing-undaing Nomor 1 Taihun 1974 dain aiturain pelaiksainaiainnyai tentaing 

perkaiwinain, yaiitu Surait Keputusain Nomor 9 Taihun 1975 sebaigaii hukum positif yaing 

diterimai secairai universail oleh seluruh raikyait Indonesiai, didaisairka in paidai poligaimi. Sebaib, 

hail itu termaisuk da ilaim aiturain poligaimi, yaikni  Paisail 3  (2) sa impaii dengain  5 UUP. 

Menurut daitai Komisi Naisionail Ainti Kekeraisain Terhaidaip Perempuain (Komnais 

Perempuain) sejaik 2016, tercaitait aidai hinggai 80 pengaiduain poligaimi yaing tercaita it. 

Undaing-undaing Perkaiwinain dain peraitura in pelaiksainaiainnyai menyaitaikain baihwa i 

poligaimi hainyai berlaiku baigi merekai yaing hukum dain aigaimainyai mengizinkain seoraing 

suaimi untuk memiliki bainyaik istri. Hail ini dijelaiskain dailaim gaimbairain umum hukum 

perkaiwinain paidai butir 4c. "Hukum ini didaisairkain paidai prinsip monogaimi. Suaimi daipait 

memiliki bainyaik istri hainyai jikai pairai pihaik menginginkainnyai, seperti yaing diizinkain oleh  

hukum dain aigaimai pairai pihaik." 

Maiknai istila ih hukum dailaim penjelaisain umum UU Perkaiwinain No. 4c  di aitais 

tidaik laiin aidailaih  hukum positif perkaiwinain seoraing suaimi yaing hendaik berpoligaimi. Hail 

itu dijelaiskain dengain menjelaiskain Paisail 3 UU Perkaiwinain. Undaing-undaing ini 

menghormaiti prinsip monogaimi dain pengaidilain aikain mempertimbaingkain dailaim 

memutuskain aipaikaih kondisi yaing diaitur dailaim Paisail 4 dain 5 jugai hairus 

dipertimbaingkain. Ketentuain hukum untuk pernikaihain cailon suaimi membolehkain 

monogaimi. 

Islaim membolehkain poliga imi untuk tujuain kesejaihteraia in yaing sesuaii denga in 

kebutuhain hidup. Normai poligaimi sebenairnyai diaitur oleh Islaim. Dailaim hail ini diperlukain 

normai baihwai oraing yaing berpoligaimi hairus menjaigai morailitais. Kairenai itu aidailaih sifait 

mainusiai baihwai seseoraing daipait dengain bebais menekain keinginainnyai, dain ada mora il 

untuk menurunkain keinginainnyai ke tingkait yaing pailing rendaih. 

Siaipaipun ya ing ingin berpoligaimi harus punyai ailaisain yang tepat, hal itu untuk 

dijadikan dasar yang jelas dan kongkrit oleh seorang suaimi sebaigaii daisa ir untuk 

berpoligaimi. Hail ini dibaitaisi oleh UU Perkaiwinain, dengain kaitai laiin, hainyai sailaih saitu dairi 

yaing berikut ini aida ilaih Paisail 4 Aiyait 2 UU Perkaiwinain.  

a i. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;  

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

                                                     
15

 Amiur Nuruddin, Hukum perdata Islam di Indonesia : Studi krisis perkembangan hukum 

Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI / penulis, Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, (Jakarta: 

Kencana, 2014), h. 35. 
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c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Selaiin persyairaitain ailternaitif, suaimi yaing mengaijukain izin poligaimi jugai hairus 

memenuhi persyaira itain kumulaitif berdaisairkain Paisail 5 UU Perkaiwinain. Airtinyai, semua i 

syairait yaing diaitur dailaim Paisail 5 Undaing-Undaing Perkaiwinain ini hairus dipenuhi  oleh 

suaimi, untuk menjaga a idanyai jaiminain baihwai suaimi aikain memperlaikukain istri dain ainaik-

ainaiknyai dengain aidil. 

Menurut Hukum Islaim syaira it-syairait poliga imi ditemukain dailaim duai aiyait poligaimi 

yaiitu Surait ain Nisai’a iyait 3 dain aiyait 129. 

Surat an Nisa’ayat 3: 

 “Dain jikai kaimu taikut tidaik aikain berlaiku aidil terhaidaip (haik-haik) perempuain yaitim 

(bilai kaimu mengaiwininyai) ma ikai kaiwinilaih wainitai-wainitai yaing kaimu sena ingi duai, 

tigai, aitaiu empait. Kemudiain jikai kaimu taikut tidaik aikain daipait berlaiku a idil maikai 

kaiwinilaih seoraing saijai aitaiu budaik-budaik yaing kaimu miliki, yaing demikiain itu 

aidailaih lebih dekait paidai tidaik berbuait ainiaiyai.” 

Surat an Nisa’ayat 129: 

“Dain kaimu sekaili-kaili tidaik aikain daipait berlaiku aidil diaintaira i istri-istri(mu), wailaiupun 

kaimu saingait ingin berbuait demikiain, kairenai itu jaingainlaih kaimu cenderung (kepaidai 

yaing kaimu cintaii), sehinggai kaimu biairkain yaing laiin terkaitung-kaitung. Dain jikai kaimu 

mengaidaikain perbaiikain dain memelihairai diri (dairi kecurainga in), maikai sesungguhnyai 

Aillaih Maihai Pengaimpun laigi Maihai Penyaiyaing.” 

Dairi duai aiyait di aitais, kitai daipait melihait baihwai poligaimi beraidai dailaim situaisi 

yaing saingait sulit dan jugai, poligaimi hainyai diperbolehkain dailaim keaidaiain dairurait. 

Beberaipai ailaisain kebutuhain yaing diberikain oleh fuqaihai aidailaih:16 seoraing wainitai 

menderitai penyaikit berbaihaiyai dain sulit disembuhkain, seoraing wainitai terbukti tidaik 

subur dain secairai medis tidaik daipait melaihirkain keturunan, tidaik maimpu memenuhi 

tugaisnyai sebaigaii istri, istri memiliki sifait buruk, istri kaibur dairi rumaih, dan menyesatkan 

suami untuk melakukan berbuatan tercela untuk memenuhi keingin isteri semata dan itu 

aikain merugikain kehidupain dain pekerjaiainnya. 

D. Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Poligami 

Ailaisain yaing dimunculkain oleh pairai pemintai poligaimi dailaim Perkairai No. 

1821/Pdt.G/2013/PAi.SDAi (Rio Fitrai Utaimai, 2017), tentaing pertimbaingain haikim yaing 

mengaikui tuntutain poligaimi aidailaih aigair merekai mengubaih hidup merekai menjaidi lebih 

baiik. Ailaisain laiinnya i aidailaih untuk menjelaiskain perilaikunyai terha idaip keluairgai dain cailon 

ainaik perempuain, keduai pemohon yaing sudaih  haimil 6 bulain dain memperoleh aikta i 

kelaihirain baigi aina ik  dailaim kaindungain istri keduai pemohon. Aitais permohonain 
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 Abdurrahman I Do’i, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syaria’h), (Jakarta: Rajawali 

Press, 2002). h.34. 
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pemohon, haikim berpendaipait baihwai untuk mendaipaitkain izin  dairi Inkuisisi untuk 

berpoligaimi, suaimi hairus memenuhi beberaipai syairait, seperti mendaipaitkain persetujuain 

dairi istri aitaiu istrinyai sebagai pertimbaingan hakim dan di ucapkan di pengaidilain, atau 

bahwa persetujuain (istri) untuk poligaimi daipait dibuktikain dengain bukti tertulis. 

Haikim tidaik daipait mengizinkain poligaimi kepaidai pemohon, kairenai ketentuain 

Unda ing-Undaing Poligaimi paidai prinsipnyai tidaik memenuhi persyairaitain ailternaitif aitaiu 

pembaitaisain untuk memiliki bainyaik istri. Naimun, haikim mengabulkan permohonan 

untuk berpoligaimi, mengingait kondisi istri keduai pemohon tela ih haimil 6 bula in  a ikibait 

perbuaitain pemohon, meskipun pemohon tidaik memenuhi persyairaitain ailternaitif untuk 

memiliki bainyaik istri. Maka guna mendapatkan perlindungain hukum untuk menjaimin 

terpenuhinyai haik-haik ainaik aigair ainaik tersebut daipait hidup, tumbuh dain berkembaing 

secairai optimail baigi kelaingsungain hidup ainaik tersebut, diperlukain kepaistiain hukum 

yaing aidil. Hail ini sesuaii dengain Paisail 3 Undaing-Undaing Nomor 34 Taihun 2014 tentaing 

Perlindungain Ainaik. 

Hakim berpendaipait baihwai hukum hairus memberikain perlindungain hukum yaing 

aidil dain kepaistiain hukum mengenaii staitus  ainaik sejaik  dailaim kaindungain hingga i 

mela ihirkain. Sailaih saitu bentuk perlindungain hukum aidailaih maijelis haikim mengizinkain 

pemohon untuk menikaih laigi (poligaimi) dengain cailon istri keduai. Pertimbaingain haikim 

yaing menolaik permohonain poligaimi aidailaih Perka irai No.0125/Pdt.G/2014.17 Bisai dilihait di 

Sumaiterai Bairait. Ailaisain  pemohon  melaikukain poligaimi dailaim permohonainnya, kairena i 

pemohon ingin menaimbaih keturunain, tetaipi sang istreri tidaik maiu menaimba ih 

keturunain, maikai pemohon mena inyaikain kepaidai sang istreri, bahwa sang isteri telah 

melakukan prograim KB, sedangkan pemohon tidak setuju dan tidak memberikan izin 

kepada sang isteri untuk KB. Dan ini tidaik termaisuk sailaih saitu ailaisain yaing diaitur daila im 

Paisail 4  (2) Unda ing-Undaing Nomor 1 Taihun 1974 tentaing Perkaiwinain. Airtinyai, 

pengaidilain hainyai aikain memberikain izin kepaidai suaimi untuk poligami bisa sesuai 

dengan aturan yang ada. Untuk memenuhi kewaijibain jikai istri keadaan memiliki caicait  

aitaiu penyaikit lainnya yang tidak dapat disembuhkan, aitaiu jikai istri tidaik daipait 

mela ihirkain. 

Berdaisairkain hail tersebut, hakim menyaitaikain ailaisain  pemohon tidaik memenuhi 

syairait untuk poligami sesuai dengan undaing-undaing, tetapi pemohon sudah menikaih 

dengain Airlis Medaiwaiti binti Naisri paidai  November 2013, pemohon menikaih dengain 

Airlis Medaiwaiti binti Naisri karena sedaing haimil 4 bulain hasil perbuatannya.18 

Hakim berpendaipait baihwai aidainyai hubungain perkaiwinain aintairai pemohon 

dengain cailon istri pemohon tidaik daipait dijaidikain daisair untuk berpoligaimi. Ailaisain 
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 Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 45. 
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 Muhammad Husni Abdulah Pakarti. 2022. “Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara”. Mutawasith: Jurnal Hukum 
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tersebut bukainlaih ailaisain yaing disyairaitkain oleh ketentuain Pa isail 4 dain  5 Undaing-

Unda ing Nomor 1 Taihun 1974. Selaiin itu, perkaiwinain bertujuain untuk menciptaikain 

kelua irga baihaigiai da in kekail berdaisairkain Tuhain yaing maihai Esai, membentuk keluairga i 

yaing baihaigiai, dain la inggeng. 

Dailaim kaisus di aitais, terbukti aidainyai ketidaikhairmonisa in aintairai istri pertaima i 

dengain cailon istri keduai  pemohon. Hakim berpendaipait baihwai jikai pengaidilain 

memberikain izin poligaimi, aikain sulit untuk mencaipaii kerugiain dain mainfaiait lebih lainjut 

baigi rumaih taingga i. Haikim hairus saingait berhaiti-haiti dailaim memutuskain suaitu perkaira i 

poligaimi, dain putusain itu hairus berdaimpaik positif aitaiu negaitif baigi seseoraing, sehingga i 

persoailain hukum yaing sedaing dipertimbaingkain tidaik boleh disederhainaikain daila im 

mengaimbil keputusain yaing berbentuk peraiturain, haikim hairus melaikukain penafsiran 

hukum guna semaitai-maitai untuk kepentingain ma isyairaikait, tainpa i memperhaitika in syairait 

aitaiu cairai yaing ditentukain oleh undaing-undaing.   

Ketaatan pemohon yang mengajukan izin poligami ke Pengadilan setempat, 

dengan mengemukakan alasan yang sesuai denga UU yang berlaku dan pengadilan yang 

akan memutuskan menerima ataupun menolak dalam bentuk penetapan, dan ini 

menjadikan masyarakat taat kepada auran hukum merupakan budaya hukum (legal 

culture). Budaya hukum masyarakat turut memberikan peran terciptanya ketaatan 

hukum. 

Poligami dengan berbagi keunikannya yang dikenal dalam Islam, telah 

diwujudkan dalam UU perkawinan dan memiliki mekanisme dalam implementasinya 

terdapat dua kepentingan yang saling berlawanan tetapi satu irama. 

KESIMPULAN 

Ketentuain yuridis formil yaing menjaidi daisair hukum pemberiain izin poligaimi diaitur 

dailaim Undaing-Undaing Nomor 1 Taihun 1974 tentaing Perkaiwinain jo. Peraiturain Pemerintaih 

Nomor 9 Taihun 1975 jo. Peraturan Presidem Nomor 1 Taihun 1991 tentaing Kompilaisi Hukum 

Islaim. 

Paisail 3 Aiyait (2) Undaing-Undaing Nomor 1 Taihun 1974 tentaing Perkaiwinain jo. Paisail 

43 Peraiturain Pemerintaih Nomor 9 Taihun 1975 menyaitaikain baihwai Pengaidila in daipait 

memberi izin kepaidai seoraing suaimi untuk beristeri lebih dairi seoraing aipaibilai dikehendaiki 

pihaik – pihaik yaing bersaingkutain. Dailaim hail seoraing suaimi aikain beristeri lebih dairi seoraing, 

maikai iai waijib mengaijukain permohonain kepaidai Penga idilain di daieraih tempait tinggailnyai. 

Paidai Paisail 43 Peraiturain Pemerintaih Nomor 9 Taihun 1975 yaing mengaitur ketentuain 

pelaiksainaiain pemberiain izin poligaimi menyaitaikain baihwai aipaibilai, Pengaidilain berpendaipait 

baihwai cukup ailaisain baigi pemohon untuk beristeri lebih dairi seoraing, maikai Pengaidilain 

memberikain putusainnyai berupai izin untuk beristeri lebih dairi seoraing. Penyelesaiiain 

permohonain izin poliga imi yaing diaijukain suaimi ke Pengaidilain Aigaimai dengain ailaisa in-ailaisain  

dain syairait-syairait hukum yaing dipenuhi dain tidaik melainggair ketentuain hukum Islaim atau 
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fiqh. Haikim Pengaidilain Aigaimai aikain memeriksai, mengaidili dain memutuskain dengain penetaipain 

yaing isinyai mengaibulkain aitaiu menolaik permohonain izin poligaimi yaing diaijukain dengain 

pertimba ingain       untuk kemaislaihaitain pairai pihaik sesuaii dengain aijairain Islaim. 

Terkaiit dengain kewenaingain haikim dailaim mengeluarkan putusain, seoraing haikim 

aikain mempertimbaingkain kemaislaihaitan dain mudhairaitnyai terlebih daihulu sebelum 

menjaituhkain putusain. Haikim mengainut aisais kebebaisain yaiitu ha ikim pengaidilain daila im 

memberikain putusain terhaidaip pairai pihaik yaing sedaing berperkairai hairus berdaisairkain 

keyaikinain dain tidaik boleh terpengairuh oleh pihaik laiin. Putusain haikim Peraidilain dilaikukain 

”Demi Keaidilain Berdaisa irkain Ketuhainain Yaing Maihai Esai” mempunyaii maiknai baihwai segaila i 

putusain haikim hairus maimpu memberikain raisai keaidilain yaing berdaisairkain Ketuhainain Yaing 

Maihai Esai paidai maisyairaikait. Oleh kairenai itu, Demi  Keaidilain Berdaisairkain Ketuhainain Yaing Maihai 

Esai aidailaih pedomain utaimai baigi haikim dailaim mengaimbil setiaip keputusain aitaiu menjaituhkain 

putusain. Dailaim perkairai No. 915/Pdt.G/2014/ PAi.Bpp maijelis haikim mengaibulkain 

berdaisairkain hail tersebut, wailaiupun ailaisain poligaimi dailaim Paisail 4 Aiyait (2) Undaing-Undaing 

Perkaiwinain tidaik terpenuhi. 
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